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Memmbang

Menginga"’c' o

: a.

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

~ BUPATI KARANGANYAR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 18 ’l‘ahun 2012 tentang Pangan,

- - Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas

ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produks1
pangan lokal di daerah oleh karenanya untuk mewu_]udkan _
ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal,
Pemerintah Daerah perlu menetapkan dan mengembangkan
jenis pangan lokal; | |

bahwa potensi bahan panga.n lokal yang iersebar d1
Kabixpaten Karangényar perlu dikelola dan dikembangkan
secara intensif dan ekstens1f dengan sebalk-baﬂcnya untuk_

. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus dalam

rangka penganekaragaman konsum31 pangan berbas;s

~sumber daya lokal _ v
. bahwa berdasarkan perumbangan sebagannana dimaksud

pada huruf adan hurufb, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupa’u tentang Pengembangan Pangan Lokal di Kabupaten

o Karanganyar

”'1,

Undang-Undang ‘Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah—Daerah Kabupaten Dalam ngkungan

Provms1 J awa Tengah



. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 teﬁtang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaxmana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 téntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembar'an Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4254);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara ,
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680},



Menetapkah

9.

10.

12.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 fentang Kebijakan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal; |

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2017
tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daefah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

- Nomor 36);
11.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4
Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten _Karangariyar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PANGAN

LOKAL DI KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. |
: Pemerintahan Daerah adalah vBupatvi “sebagai unsur
| penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
’pelaksanaan" urusan pemerintahan yang menjadi
- kewenangan daerah otonom.

“Bupati adalah Bupati Karanganyar.v

Kabupaten adalah Kabupaten Karanganyar.
. “Perangkat ‘Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu

Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan ‘Kabupaﬂten _
Karanganyar.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Karanganyar.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang
diperuntukkan sebagai makananatau minuman bagi
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam
proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan -
makanan dan minuman. .

Ketersediaan Pa.ngah adalah kondisi tersedianya pangan dari
hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional
serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat
memenuhi kebutuhan.

Ketersediaan Pangan Lokal adalah kondisi tersedianya
pangan lokal yang berasal dari potensi dan keaarifan lokal.
Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan
lokal.

Pangan Lokal Segar adalah pangan lokal yang belum
mengalami pengolahan. R

Pangan Lokal Setengah Jadi adalah panganblokal yang telah
mengalami pengolahan menjadi produk antara.

Pangan Lokal Jadi (olahan) adalah pangan lokal yang telah
mengalami pengolahan menjadi pangan siap konsumsi. '
Produksi Pangan Lokal adalah kegiatan atau proses
menghasilkan, menyiapkan, - mengolah, membuat,

mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau |

 mengubah bentuk pangan lokal.

Pengembangan Pangan Lokal adalah upaya peningkatan
jumlah produksi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan
mutu, penganekaragaman produk, sosialisasi dan promosi

pangan lokal.



17.

18.

19.

20.

21.

Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses
pemilihan pangan yang dlkonsum31 dengan tidak tergantung
kepada satu Jems saja, tetap1 terhadap bermacam-macam
bahan pangan. _ . v
Penganekaragaman Pangan Lokal adalah upaya peningkatan :
ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang,
dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Penelitian dan Pengembangan Pangan Lokal yang
selanjutnya disingkat P3L adalah upaya identifikasi, analisis,
dan pengkajlan terhadap berbagal aspek yang berkaitan :
dengan pangan lokal ,

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pehelitian dan
Pengembangan Pangan Lokal yang selanjutnya  disingkat
UMKM P3L adalah wusaha }mikro, lisaha kecil, usaha
menengah yaing mengolah pangan pokok lokal sesuai
batasan bérdasarkan‘ Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Model Pehgembangan Pangan Pokok Lokal yéhg selanjutnya
disingkat MP3L adalah suatu langkah strategis yang
dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan

diversifikasi pangan dengan cara mengembangkan

~ komoditas pangan pokok lokal yang mendukung di wilayah

22,

23.

- sasaran.

Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang
selanjutxiya disingkat B2SA adalah aneka ragam bahan
pangan yang’ aman, baik sumbcr karbohidrat, protein,
maupun vitamin dan mineral yahg bila dikonsumsi dalam
jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang
dianjurkan. |

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang
diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu,
merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta

- tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pengembangan pangan lokal yaitu : |

a.

c.
d.

menyediakan dan mengembangkan pangan lokal yang
beragam dan bermutu serta berbasis sumber daya lokal;
meningkatkan produksi dan efisiensi pemasaran pangan
lokal,

mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional; dan

penguatan perdagangan pangan lokal.

(2) Tujuan pengembangan pangan lokal yaitu :

a.

meningkatkan sistem produksi pangan lokal secara

berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayah;

. meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang bermutu

dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan
daya beli masyarakat;
meningkatkan penganekaragaman produk pangan lokal;

d. meningkatkan kesadaran, minat, kesukaan dan selera

masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal;
memberdayakan masyarakat dengan menumbuhkan
industri pengolahan pangan lokal; dan

mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal melalui
kemitraan UMKM P3L.

BABIII
PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN LOKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis Pangan Lokal terdiri dari :

a. Pangan Lokal Segar;
b. Pangan Lokal Setengah Jadi; dan
c. Pangan Lokal Jadi (olahan).



Bagian Kedua
Potensi Pangan Lokal

Pasal 4

(1) Jenis Potensi Pangan Lokal Segar di Daérah sebagainiana
- dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a.

aneka hasil pertanian :

1.
2.
- 3.

serealia meliputi jagung;

aneka kacang fneliputi kacang tanah;

ancka umbi meliputi ubi kayu, ubi jalar, uwi, kentang,
garut, gényong, gembili, télas, suweg, dan gadung;

empon-empon  meliputi kuriyit,_ kencur, jahe,

femulaWak, laos, kunci, kapulaga, Ilempuyang,

mengkudu, temun ireng, temu kunci, ‘dan mahkota

dewa.

. aneka buah meliputi alpixkat, apel, belimbing, duku,‘

durian, jambu air, jambu biji, jengkol, jeruk besar, jeruk
siam, mangga, manggis, rhelihjo, nanas, nangka,
p_epaya, petai, pisang, rambutan, salak, sawo, bsukun',b
sirsat, semangka, mel_oh. ' - v

aneka sayur meliputi waluh, kluwih, bawang merah, |
bawang putih, cabe, kentang,‘bayam, kangkung, kubis,
seledri, prei, kacang panjang, labu siam, labu, sawi,
petai cina, pare, loncang, kembang kol, brokoli, selada,
timun, krai, terong, kemangi, lobak, tomat, lombok, bit,
jamur, kenikir, kemangi, kecipir, kelor, kembang turi,

daun katuk, beluntas, dan daun lompong.

aneka hasil perkebunan meliputi kakao, tebu, kelapa, kopi,

jambu mete, cengkeh, dan tembakau.

aneka hasil hutan meliputi madu dan rebung bambu;

d. aneka hasil peternakan maliputi sapi, kerbau, domba,

kambing, itik, ayam, burung puyuh, landak, dan kelinci.

aneka hasil perikanan meliputi ikan nila, ikan gurame,
ikan lele, ikan sidat, ikan emas, ikan patin, ikan bawal,
ikan gabus, belut, dan ikan lainnya. | '

Jenis Potensi Pangan Lokal Segar lainnya.



(2) Jenis PotenS1 Pangan Lokal Segar lamnya sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupatl

: (3) : Penetapan jenis Potensi Pangan Lokal Segar lamnya :

sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dilakukan melalui -
s }1dent1ﬁkas1, penehtlan dan/ atau pengkajlan oleh Dinas
,, dengan kriteria : ‘ ‘
‘a. dikonsumsi oleh masyarakat; .
b dapat tumbuh dan berkembang dengan ba1k di Daerah
dan
c. mudah mendapatkan bemh / b1b1tnya

- {4) Produk31 Potensi Pangan Lokal Segar dllakukan melalul

aktifitas penggalian sumber Pangan Lokal Segar di Daerah
| berdasarkan poten31 dan keanfan lokal '

Pasal 5

| Jenis Potensi Pangan Lokal Setengah J ad1 di Daerah sebagajmana '

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi kepingan kering (chip),
tepung, tepung tennodlﬁka31 (mocaﬁ, beras jagung analog, dan
bentuk lainnya hasil teknologi pengolahan Pangan Lokal Segar -
sebagmmana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1. N

Pasai 6 vv

(1) Jenis Potensi Pangan Lokal Jadi -[olahan)v di -Daerah'

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 hurufc mehputl tlmus,
smgkong keju, gethuk, donat singkong, brownis smgkong, v
jadah, balung kethek, aneka knplk ubi Jalar, aneka kripik ub1 -
kayu, walangan /grubi, dan kripik pisang. " '

| (2) Pangan Lokal Jadl (olahan) sebagmmana dinikasud padé | |

»ayat (1) merupakan hasil pengolahan Pangan Lokal Segar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pangan
Lokal Setengah Jadi sebagaimana dimkasud dalam Pasal 5

menjadl pangan siap konsum31



, Baglan Ketlga
Unggulan Pangan Lokal

I . Pasa17 .
Y Jems Unggulan Pangan Lokal Segar d1 Daerah mehputl e
a aneka hasil pertaman o : o
‘ : serealla mehputl _]agung, |
‘aneka kacang mehputl kacang tanah;
aneka umbi mehputl ubi kayu, ub1 Jalar,

. empon empon mehputl kunylt kencur, jahe, o
"temulawak - " RERE
5. j aneka buah mehputl pzsang, duku Jambu b131, melon, E
'dan dunan _ ' B |
o 6 aneka sayur mehputl bawang putlh kubls, kembang'
o kol, kentang, dan cabe. R |
' b. ‘aneka hasil perkebunan mehpuu kopl, tembakau dan':
" ;"cengkeh o
c. aneka hasﬂ hutan mehpu’u madu, h |
. d. aneka has11 petemakan mehputl sapi, dan ayam
e aneka hasil penkanan mehputl ikan nila, dan 1kan 1e1e
o f. ‘, Jems Unggulan Pangan Lokal Segar Iamnya

‘(2) Jems Unggulan Pangan Lokal Segar lainnya sebagaumana;" :

dlmaksud pada ayat (1) huruf f chtetapkan oleh Bupatl

: (3) Penetapan Jems Unggulan Pangan Lokal Segar lamnya‘:
sebaga1mana dlmaksud pada ayat (2) dllakukan melalm -

' 1dent1ﬁka31, _ penehtlan dan/ atau pengkapan oleh Dmas ‘
- dengan kriteria : o
a. dlkonsumsz oleh masyarakat -
b dapat tumbuh dan berkembang dengan baJk d1 Daerah
dan

c. mudah mendapatkan bemh / b1b1tnya

- (4) Produk31 Unggulan Pangan Lokal Segar dﬁakukan melalulg :
aktlﬁtas penggahan sumber pangan Iokal segar d1 Daerah = :

berdasarkan potensx dan keanfan lokal ‘



. Pasal 8 :
Jenis Unggulan Pangan Lokal Setengah Jadi di Daerah meliputi
tepung termodifikasi (mocaf].

, Pasal 9
Jenis Unggulan Pangan Lokal Jadi (olahan) di Daerah meliputi
timus, singkong keju, dan gethuk. ,

, Bagian Keempat
Pengembangan Pangan Lokal

v Pasal 10
(1) Pemerintéh Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan

Pangan Lokal, melalui : ’

a. pengembangan produksi Pangan Lokal yang bertumpu
pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;

b. pengembangan efisiensi sistem usaha Pangan Lokal;

c. pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk
produksi, penanganan -pascapanen‘, pengolahan, dan
penyimpanan Pahgan Lokal;

d. pengembangan Iahan produktif; dan

- e. pembangunan kawasan sentra produksi pangan lokal.
(2) Penyediaan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh : ’

"a. Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

b. Stakeholder lainnya yang terkait. _

(3) Penyediaan  Pangan  Lokal diselenggarakan  untuk
. 'rneningkatkén konsumsi Pangan Lokal. |

~ BABIV
DISTRIBUSI PANGAN LOKAL

Pasal 11 ,
Distribusi Pangan Lokal dilakukan dengan mengembangkan
sistem distribusi Pangan Lokal yang menjangkau seluruh
~wilayah dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu,‘ beragam,

~ bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan.



BAB \'A
' PEMANFAATAN PANGAN LOKAL

Pasal 12 v
(1) Pemanfaatan Pangan Lokal dumplementamka.n melalul‘
B konsums1 masyarakat sehari-hari. -
(2) Pemanfaatan Pangan Lokal untuk- menmgkatkan kualitas
konsums1 Pangan yang B2SA serta melestarlkan kearifan
Pangan Lokal yang ada di Daerah. L ,
(3) Penggunaan Pangan Lokal lokal pada setlap rapat/ pertemuan '
wajib d11aksanakan untuk . keglatan-keglatan yang dlblayall _
~dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran -
_ Pendapatan dan Belanja Negara. ) :
(4) Pangan Lokal sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) untuk -
jenis Pangan Lokal Jadi dapat dltambah bahan lam
maksimal 25% {dua puluh lima persen).-
(5): Penggunaan Pangan Lokal sebagaimana dlmaksud pada
ayat (3) sebagamlana pada ayat (3) minimal 50% (hma puluh

o persen) dari sajlan

o .  BABVI
PERBAIKAN MUTU DAN KEAMANAN ¥ PANGAN LOKAL

_ Pasal 13

(1) Setxap orang dan/ atau badan yang memproduks1 dan/ atau
memperdagangka_n Pangan Lokal Segar, Setengah Jadi, dan
siap Sa_]l wajib memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan
Pangan. i : - I | |

(2) Perbaikan mutu dan keamanan Pangan Lokal dilakukan
melalul ‘ ‘ . |
a. inovasi teknologi dan mdustn Pangan Lokal berdasarkan

'standar keamanan dan mutu pangan yang berlaku,
b. pengawasah mutu Pangan Lokal, v _
~¢. Good Manufacturing Practices (GMP); dan

d. penerapan sistem manajemen mutu;



»

,  BABVII
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL

Pasal 14

v Penganekaragaman konsumsi Pangan Lokal dilakukan dengan :

a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan Lokal;

b. memngkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk
mengonsumsi aneka ragam Pangan Lokal dengan prinsip gizi
seimbang melalui pendidikan formal maupun non-
formal/ pehyuluhan; | | |

c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan
Pangan Lokal; dan .

d. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi tepat guna
untuk pengolahan Pangan Lokal.

BAB VIII |
SOSIALISASI DAN PROMOSI PANGAN LOKAL

, Pasal 15 |
(1) Pemerintah - Daerah dan masyarakat berkewajiban
mensosialisasikan dan mempromosikan Pangan Lokal.
{2) Pemerintah  Daerah  dalam  mensosialisasikan dan
mempromosikan Pangan Lokal dilakukan dengan : |
a. menggunakan olahan Pangan Lokal dan buah lokal pada
- setiap rapat/pertemuan;

b. mengembangkan pengolahan Pangan Lokal;

¢. melakukan pembinaan kepada masyarakat;

d. melakukan kerjasama  dengan  seluruh  pihak
berkepentinggan;

e. memberikan penghargaan kepada individu/perorangan
dan kelompok masyarakat yang telah berprestasi dalam
upaya pengembangan pangan lokal; dan |

f. memberikan motivasi kepada pengusaha yang
mempromosikan dan mendukung pengembangan Pangan
Lokal.



 .: (3) Masyarakat dalam mensosﬂlsamkan pangan lokal dllakukan ;:

dengan . . : » sl
a menyajlkan kudapan Pangan Lokal dan menyedlakan )

produk boga dengan bahan baku Pangan Lokal bag1

v pengusaha 1ndustr1 jasa boga hotel restoran, dan -
- b menya_]lkan Pangan Lokal bag1 masyarakat sesua1 dengan _
o poten31 dan kemampuannya L e

5 '(4) Sos111asa31 dan prom031 Pangan Lokal dapat pula dllakukanv -

‘ me1a1u1 medla cetak med1a elektromk festlval lomba, dan' B

pameran

BABIX _
PERAN SERTA MASYARAKAT
. , : Pasal 16 ‘ . .
,(1) Masyarakat mermhk1 kesempatan untuk berperan sertau -
seluas-luasnya dalam pengembangan Pangan Loka.l ‘

| :, (2) Peran serta msyarakat sebagmmana d1maksud pada ayat (1) o

dapat berupa v . _ . oo

v a. mengembangkan produk31, pengolahan perdagangan,‘-v

S dan dlstnbus1 Pangan Lokal , S

o b, menyelenggarakan cadangan Pangan Lokal masyarakat -

¢ mengkonsum31 Pangan Lokal dalam kehldupan sehan-,‘

o d melakukan pencegahan ‘dan penanggulangan masalah
S pangan melalm pemanfaatan Pangan Lokal; dan ‘
o e. ',‘ melgkukan sosialisasi danv promosl Pangan Loka].

- o BAB x
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

i (1) Pemenntah Daerah me}akukan pembmaan, momtormg dan

evalua81 pelaksanaan pengembangan Pangan Lokal



(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan

, oleh Bupati. | , |

" (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui kegiatan MP3L berupa :

a. demo dan pelatihan;

b.> bantuan alat olahan pangan;

c. fasilitasi dan pendampingan kepada UMKM untuk

" mengembangkan bisnis dan industri berbasis Pangan

Lokal; dan

d. kajian terhadap produk Pangan Lokal meliputi spe31ﬁkas1
produk, kandungan gizi, daya terima konsumen dan

- kelembagaan.

BAB XI
'KERJASAMA

, Pasal 18
(1) Dalam rangké. peiaksanaan pengembangan Pangan Lokal di
Daerah perlu dilakukan kerjasama dengan Instansi, Dunia
Usaha, Perguruan Tinggi, dan Lembaga lainnya.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

‘Pasal 19
Pembiayaan yang dipei‘lukan untuk pengembangan Pangan Lokal -
dlbebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah dan
b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB XIII
PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -
Agar setiap - orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.
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